
BUPATI TORA..IA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 5c TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

Menimbang

Mengingat I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan L4 Pasal

Peraturan Daerah Nomor Tahun 2Ol7 tentang

Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Toraja Utara

Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Penjabaran Pertanggungiawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2016.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang

Pajak Bumi dan Bangunan (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,

Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 33f2) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000

tetang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2l
Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah

dan Bangunan (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 13O, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O2

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2O03 tentang

Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahr:n 2OO4 Nomor 5,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 44OO);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor lO4, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);

9. Undang-Undalg Nomor 28 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi

Sulawesi Selatan (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor lol, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2O09 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9

Nomor 130, Tambahan Irmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2OOl

tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4O9O);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Badan l,ayanan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan l,embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 45021

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol2 tentang
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Perubahan Atas Peratural Pemerintah Nomor 23

Tahun 2O05 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

l,ayanan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 534O);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005

tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 137,

Tambahan [rmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 138, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 45761 sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65

Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OLO Nomor 110,

Tambahan trmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5155);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5

Nomor 14O, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005

tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan

StAndar Pelayanan Minimal (trmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 150,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO6 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 20A6 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7

tentang Pengelolaan Uarrg Negara/Daerah

(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7

Nomor 83, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4738);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2OlO

tentang StAndar Akuntansi Pemerintah (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5165);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 20ll
tentang Pinjaman Daerah (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 59,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5219);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2 tenlang

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 5, Tambahan

Icmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

23. Peraturan Pemerinta-h Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ll4,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5887);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64



Menetapkan

Tahun 2O13 tentang Penerapan Stdndar Akuntansi

Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2O13 Nomor 1425);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37

Tahun 2Ol4 tentang Pedoman Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2Ol5 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 680);

27. Perat:uan Daerah Kabupaten Toraja Utara

Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (L,embaran Daerah

Kabupaten Tora-ia Utara Tahun 2O1O Nomor I l);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4

Tahun 2O16 tentang Pembentukan Dan Susunan

Perangkat Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten

Toraja Utara Tahun 2O16 Nomor 4, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara

Nomor 6l).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasa-l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

I. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.

2. Pemerintahan Daerah artalah penyelenggaraan

urusan Pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang_Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahal
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.

5. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

daerah.

6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dengan Sistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah,

adalah kesatuan masyarakat hukum yang

mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang

mangatur dan mengurus Urusan Pemerintahan

dan kepentingan masyarakat setempat menurut

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati

dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.

9. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2O16 terdiri

dari :

a. pendapatan:
1. pendapatan asli daerah RP

2. Pendapatan transfer RP

3. lain-lain pendapatan RP
yang sah
Jum1ah pendapatan

34.896.616.655,55
838.3s8.205.56s,40

22.637.068,00

873.277.459.288,95
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b. belanja:
I . belanja tidak langsung

a. belanja pegawai
b. belanja bunga
c. belanja subsidi
d. belanja hibah
e. belanja sosial
f. belanja bagi hasil
g. belanja bantuan

keuangan ke desa

Rp

Rp
Rp
Rp
Rp

h. belanja tidak terduga Rp
jumlah belanja tidak Rp
langsung

2. belanja langsung
a. belanja pegawai Rp
b. belanja barang dan Rp

jasa
c. belanja modal Rp

Jumlah belanja Rp
langsung
Jumlah belanja Rp

Surplus / (defisit) Rp
c. Pembiayaan

l. Penerimaan Rp
2. Pengeluaran Rp

Jumlah pembiayaan Rp
netto
Sisa lebih pembiayaan Rp
anggaran tahun
berkenaan

360.964.556.8L2,OO
o0,00
00,00

9.449.6a3.276,00
00,00

2.377.537.300,OO
122.744.250.529,OO

oo,o0
495.496.O27 .917,00

17.846.367.500,O0
161.456.870.398,0O

207.462.233.258,30
388.720.313.2r4,30

Rp
Rp

882.26t.499.073,30
(8.984.039.784,35)

20.a73.692.642,25
1.500.000.o00,00

19.373.692.642,25

LO.369.575.252,90

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam l,ampiran I

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Ringkasan laporan realisasi anggErran sebagimana

dimaksud dalam Pasal 2 dirinci dalam penjabaran

laporan realisasi anggaran.
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Pasal 5

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam l^ampiran II

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 11 SeptenberlQl/

BUPATI TORAJA UTARA,

KALATIKU PAEMBONAN

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 11 September 2O17

Plh S DAERAH
TORAJA UTARA,(

RE NI BARE
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BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2017 NOMOR 5)


